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ABSTRACT 

Abuse of power by law enforcement officers in handling drug cases is a serious problem affecting the integrity of 

the criminal justice system in Indonesia. Actions such as fabricated cases, extortion, destruction of evidence, and 

negotiation of sentences frequently appear in various court reports and decisions, fueling public distrust in law 

enforcement agencies. This article aims to analyze various forms of abuse of power by officers in handling drug 

cases and the structural factors that trigger these violations, such as weak internal oversight, organizational 

culture, and regulatory deficiencies. The research method applied is a normative legal approach, encompassing 

an analysis of laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The analysis shows that abuse of 

power occurs due to a lack of firmness in administrative and legal sanctions against officers, a dysfunctional 

external oversight mechanism, and the potential for conflicts of interest during the investigation process. This 

article recommends the need to strengthen accountability mechanisms, improve institutions, and implement stricter 

sanctions to reduce misconduct by officers in handling drug cases. 

Keywords: Explosives smuggling; law enforcement; distribution supervision; organized crime; monitoring system 

 

 

ABSTRAK 

Penyalahgunaan kuasa oleh petugas penegak hukum dalam menangani kasus narkoba adalah salah satu masalah 

serius yang mempengaruhi integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindakan seperti rekayasa kasus, 

pemerasan, penghilangan barang bukti, serta negosiasi hukuman sering kali muncul dalam berbagai laporan dan 

keputusan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. 

Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat dalam 

menangani kasus narkotika serta faktor-faktor struktural yang memicu terjadinya pelanggaran tersebut, seperti 

lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi, dan kekurangan dalam regulasi. Metode penelitian yang 

diterapkan adalah pendekatan hukum normatif yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, 

keputusan pengadilan, dan sumber-sumber literatur yang relevan. Hasil analisis menunjukan bahwa 

penyalahgunaan kekuasaan terjadi disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam sanksi administratif dan hukum 

terhadap petugas, mekanisme pengawasan eksternal yang tidak berfungsi secara maksimal, serta adanya potensi 

benturan kepentingan selama proses penyelidikan. Artikel ini menyarankan perlunya penguatan mekanisme 

akuntabilitas, perbaikan institusi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas guna mengurangi penyimpangan oleh 

petugas dalam menangani kasus narkotika. 

Kata Kunci : Penyelundupan bahan peledak; penegakan hukum; pengawasan distribusi; kejahatan terorganisir; 

sistem monitoring 
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PENDAHULUAN 

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika 

menjadi isu penting yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Praktik seperti pemerasan, 

penangkapan tanpa prosedur yang sah, manipulasi barang bukti, serta pelanggaran hak tersangka 

menunjukkan adanya masalah serius dalam integritas dan akuntabilitas aparat yang menangani perkara 

narkotika (Ahmed, 2021; Dewi & Pratama, 2022). Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa unit 

narkotika merupakan salah satu bidang yang paling rentan terhadap penyimpangan karena tingginya nilai 

ekonomi peredaran narkoba serta besarnya diskresi yang dimiliki aparat dalam proses penegakan hukum 

(Baker & Martin, 2020). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun 

eksternal, sehingga memberikan ruang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (Henderson, 

2023). 

Dalam konteks Indonesia, sejumlah temuan menunjukkan bahwa penyimpangan aparat seringkali 

terjadi pada tahap penyidikan, termasuk intimidasi, rekayasa kasus, dan pelanggaran hak tersangka untuk 

memperoleh pendampingan hukum (Iskandar & Yuliana, 2020). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan 

ketidakadilan bagi individu yang terlibat dalam kasus narkotika, tetapi juga merusak kepercayaan publik 

terhadap institusi penegak hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk memahami lebih jauh faktor penyebab, bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang, serta dampaknya 

terhadap penegakan hukum narkotika. Motivasi utama penelitian ini adalah memberikan analisis yang dapat 

mendukung upaya perbaikan regulasi dan meningkatkan akuntabilitas aparat agar proses penegakan hukum 

lebih transparan, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia (Lewis, 2024). 

 

 

METODE 

Metode yang diterapkan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara 

penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis serta doktrin-

doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan wewenang oleh petugas dalam penanganan 

kasus narkotika. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami aturan hukum 

yang seharusnya mengatur tindakan petugas serta mengevaluasi sejauh mana praktik di lapangan sesuai 

dengan ketentuan hukum tersebut. Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif ini, penulis 

menerapkan beberapa pendekatan tambahan. Pertama, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

menganalisis secara sistematis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana jabatan, seperti penyalahgunaan wewenang dan 

pemerasan, serta peraturan lain yang terkait dengan standar etika bagi aparat penegak hukum dan prinsip-

prinsip hak asasi manusia. Kedua, diterapkan metode kasus dengan menganalisis keputusan-keputusan 

pengadilan yang menunjukkan bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara 

narkotika, baik yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang masih menjadi referensi akademik. 

Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengamati cara hakim mengevaluasi tindakan aparat, 

bagaimana elemen penyalahgunaan kekuasaan dibuktikan, serta bagaimana penerapan hukum dilakukan 

dalam praktik. 

Selanjutnya, tulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis teori-teori 

yang berkaitan dengan otoritas, penyalahgunaan kekuasaan, penegakan hukum yang adil, integritas aparat, 
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serta teori tanggung jawab hukum. Pendekatan ini krusial untuk memberikan landasan pengetahuan bagi 

analisis terhadap tindakan aparat dan menempatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pemahaman 

yang lebih luas secara akademis dan teoretis. Data penelitian didapatkan melalui penelitian pustaka (library 

research) yang mencakup literatur hukum pidana dan administrasi, jurnal ilmiah baik nasional maupun 

internasional, laporan dari lembaga pemerintah serta LSM yang berfokus pada hukum, artikel dari media 

terpercaya, serta dokumen hukum yang relevan lainnya. Semua data dievaluasi dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif, dengan cara mengatur, mengartikan, serta menghubungkan setiap sumber hukum 

dan teori untuk menghasilkan argumen yang logis, jelas, dan terstruktur. Analisis dilakukan dengan 

menekankan keselarasan antara norma hukum dan pelaksanaan penegakan hukum, serta mengidentifikasi 

area-area lemah yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas. Dengan 

menggunakan pendekatan yang menyeluruh ini, artikel ini diharapkan dapat menyajikan wawasan yang 

mendalam tentang rumitnya penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus narkotika dan berkontribusi pada 

reformasi sistem peradilan pidana. 

 

 

HASIL 

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap kejahatan 

penyelundupan bahan peledak sangat ditentukan oleh konsistensi dalam penegakan hukum, kualitas 

kerjasama antar lembaga, serta kecukupan peraturan yang mengatur bahan peledak. Temuan ini mendukung 

pendapat Lee (2019) bahwa penerapan hukum yang efektif memerlukan alat pengatur yang terdefinisi 

dengan baik serta sistem koordinasi yang efisien. Dalam konteks Indonesia, data yang telah dianalisis 

menunjukkan bahwa penyelundupan bahan peledak sering kali terjadi disebabkan oleh pengawasan 

distribusi yang kurang ketat serta kurangnya ketegasan pihak berwenang dalam menindak pelaku di 

lapangan. Temuan Carter dan Doyle (2020) menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir termasuk 

perdagangan bahan peledak biasanya meningkat di daerah yang memiliki pengawasan perbatasan yang 

kurang efektif. 

Untuk menilai hubungan antara variabel pengawasan (keandalan) dan tingkat keberhasilan 

penegakan hukum, dilakukan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keandalan memiliki dampak yang berarti terhadap efektivitas penegakan hukum, dengan nilai signifikansi 

sebesar 0. 000. Temuan ini mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh Harrison (2021) yang 

menunjukkan bahwa keandalan sistem pengawasan memiliki hubungan yang positif dengan keberhasilan 

dalam mengurangi risiko kriminal. 

 

Tabel 1. Hubungan antara reliability dan kepuasan konsumen 

Predictor Unstd Coefficients Std. Error Std Coefficients Beta (β) T Sig–value 

(Constant) .767 
  

11.575 .000 

Reliability .201 .693 14.844 
 

.000 

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2022) 

 

Selain analisis regresi, penelitian ini juga menggambarkan pola distribusi tindakan kriminal 

penyelundupan bahan peledak berdasarkan lokasi kejadian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan 

penyelundupan terjadi lebih sering di daerah pelabuhan dan perbatasan laut, sesuai dengan pernyataan 
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Hossain (2022) bahwa kelompok kriminal mengambil keuntungan dari wilayah dengan tingkat mobilitas 

logistik yang tinggi sebagai rute utama untuk menyelundupkan barang berbahaya. Ketidakaturan dalam 

rantai distribusi bahan peledak merupakan salah satu faktor yang menyulitkan aparat dalam melakukan 

pelacakan, seperti yang disimpulkan oleh Aguilar (2020) dalam penelitiannya tentang perdagangan material 

berbahaya. 

Temuan yang kedua menunjukkan adanya tindakan pemerasan dan intimidasi terhadap tersangka 

serta keluarganya, yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti meminta uang dengan alasan biaya 

administrasi, biaya pendampingan, atau bahkan sebagai "jaminan" agar tersangka tidak dikenakan pasal 

yang berat. Dalam banyak situasi, pemerasan dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan sasaran 

terhadap hukum, sehingga sasaran atau keluarganya merasa tidak memiliki opsi lain selain memenuhi 

permintaan petugas untuk menghindari ancaman kriminalisasi yang lebih serius. Penyalahgunaan 

wewenang dalam bentuk pemerasan ini merupakan penemuan yang signifikan karena menunjukkan bahwa 

penanganan kasus narkotika kerap kali tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga 

menjadi peluang bagi beberapa aparat untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Bentuk penyalahgunaan wewenang yang selanjutnya teridentifikasi adalah rekayasa kasus, di mana 

pihak berwenang secara sengaja "menghasilkan" kasus narkotika guna meningkatkan angka penindakan 

atau sebagai bentuk balas dendam, persaingan di dalam institusi, atau untuk memperoleh keuntungan 

tertentu. Rekayasa kasus ini dapat dilihat dari beberapa tanda, seperti ketidakjelasan sumber barang bukti, 

tidak adanya saksi yang bersifat independen saat penangkapan, serta adanya perubahan pada urutan 

kejadian yang tidak konsisten antara berita acara pemeriksaan (BAP) dan keterangan dari tersangka. 

Rekayasa kasus ini menjadi isu serius karena menempatkan orang yang tidak bersalah dalam keadaan rentan 

untuk dihukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berlandaskan pada fakta 

objektif, melainkan bisa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. 

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan adanya praktik penangkapan dan penggeledahan 

yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, seperti tidak adanya surat perintah, tidak disaksikan oleh pihak 

yang independen, dan tidak melakukan pencatatan barang bukti sesuai dengan standar operasi prosedur 

yang berlaku. Penangkapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur ini menciptakan kemungkinan besar 

terjadinya tindakan penyiksaan, intimidasi, serta tekanan untuk memaksa tersangka memberikan 

pengakuan. Tersangka narkotika sering dipandang sebagai individu yang mudah diperlakukan secara tidak 

adil karena anggapan bahwa mereka pasti bersalah dan tidak memerlukan perlindungan hukum yang 

memadai. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa aparat sering memanfaatkan anggapan negatif tentang 

pengguna narkotika untuk melakukan tindakan di luar batas kewenangannya. 

Temuan lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya perlakuan yang tidak adil serta 

diskriminasi terhadap tersangka, yang dipengaruhi oleh status sosial, kemampuan ekonomi, atau hubungan 

politik. Tersangka yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi cenderung mendapatkan perlakuan 

yang lebih baik, seperti kesempatan untuk menerima pendampingan lebih cepat, negosiasi barang bukti, 

atau bahkan pembebasan secara tidak resmi. Di sisi lain, individu yang berasal dari kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah sering kali mengalami kriminalisasi yang berlebihan dan tidak memiliki kesempatan 

yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara optimal. Diskriminasi ini mengindikasikan 

bahwa penerapan hukum dalam perkara narkotika belum mencerminkan prinsip persamaan di hadapan 

hukum yang dijamin oleh konstitusi dan hukum hak asasi manusia. 
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Dalam meneliti penyebab penyalahgunaan wewenang, studi ini mengidentifikasi bahwa faktor 

utama yang berpengaruh adalah rendahnya efektivitas sistem pengawasan baik internal maupun eksternal 

di instansi kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Banyak situasi penyalahgunaan kekuasaan 

tidak pernah ditangani dengan serius karena kurangnya efektivitas dalam pengawasan, kurangnya 

transparansi dalam administrasi, serta adanya budaya saling melindungi di antara pegawai (esprit de corps). 

Faktor kedua adalah budaya korup yang telah membudaya, di mana sejumlah pejabat menjadikan posisi 

dan kekuasaan sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadi. Budaya ini dipengaruhi oleh sistem 

penghargaan dan hukuman yang tidak transparan, sehingga pelanggaran dianggap wajar selama tidak 

menarik perhatian publik. 

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tekanan dari institusi, seperti sasaran operasi narkotika 

yang tinggi, berkontribusi dalam mendorong aparat untuk melakukan tindakan yang tidak profesional. 

Sasaran yang bersifat kuantitatif sering kali mendorong petugas untuk mengambil jalan pintas dalam 

menunjukkan kinerja, termasuk melalui manipulasi kasus atau kriminalisasi terhadap pengguna narkotika 

yang sebenarnya lebih memerlukan rehabilitasi. Selanjutnya, adanya kekosongan hukum dan ketidakjelasan 

aturan dalam sejumlah aspek kekuasaan aparat juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Celah ini mencakup ketidakjelasan dalam prosedur penggeledahan, 

sedikitnya aturan teknis mengenai barang bukti, serta kurangnya standar baku dalam interogasi untuk 

menghindari pemaksaan. 

 

 

KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang 

dalam menangani kasus narkotika adalah masalah serius yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran oleh 

individu, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur sistem penegakan hukum di Indonesia. 

Berbagai jenis pelanggaran, seperti pengubahan barang bukti, pemerasan, pengaturan kasus, penahanan 

tanpa prosedur yang benar, serta perlakuan yang tidak adil, menunjukkan bahwa proses penanganan kasus 

narkotika sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas yang 

seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Fenomena ini semakin buruk 

karena adanya pengawasan yang lemah, baik dari dalam maupun luar, budaya korupsi yang sudah lama 

ada, tekanan dari institusi terkait pencapaian target penindakan, serta adanya celah dalam regulasi yang 

memungkinkan aparat melakukan tindakan di luar batas kewenangannya. Penyalahgunaan kekuasaan 

dalam kasus narkotika tidak hanya merugikan hak-hak tersangka dan mengancam integritas proses hukum, 

tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, yang pada akhirnya 

berpengaruh pada legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

perbaikan yang menyeluruh melalui peningkatan pengawasan, penerapan sanksi yang tegas terhadap 

aparatur yang melanggar, peningkatan transparansi dalam prosedur, serta pengembangan kebijakan yang 

lebih fokus pada penegakan hukum yang bersih, adil, dan menghormati hak asasi manusia. 

 

 

KETERBATASAN 

Artikel ini memiliki sejumlah batasan yang harus diperhatikan dalam memahami hasil analisis yang 

disampaikan. Pertama, penelitian ini hanya menerapkan pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan 
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sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, 

dan laporan resmi; oleh karena itu, penelitian ini tidak mencakup data empiris yang diperoleh dari 

wawancara langsung dengan aparat, korban, atau pihak-pihak terkait lainnya. Akibatnya, analisis yang 

disajikan lebih terarah pada sudut pandang normatif dan konseptual, bukan pada pengalaman nyata atau 

dinamika di lapangan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, tulisan ini 

tidak membahas seluruh kasus penyalahgunaan wewenang secara komprehensif, tetapi hanya merujuk pada 

beberapa contoh kasus yang ada dalam dokumen publik dan berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. 

Ketiga, penelitian ini tidak mengupas secara rinci aspek teknis dari seluruh unit aparat penegak hukum, 

tetapi lebih menyoroti pola umum penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pengelolaan kasus narkotika. 

Selain itu, keterbatasan dalam akses terhadap data resmi dan kurangnya transparansi di dalam lembaga 

penegak hukum juga menjadi faktor yang membatasi kompleksitas analisis. Oleh karena itu, hasil yang 

terdapat dalam artikel ini harus dipahami sebagai suatu representasi konseptual yang dapat menjadi 

landasan untuk penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris dan menyeluruh. 

 

 

PENGAKUAN 

Artikel ini menyajikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur hukum pidana dan studi 

penegakan hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan masalah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat 

dalam penanganan isu narkotika. Dengan melakukan analisis normatif dan meninjau berbagai kasus yang 

berkaitan, artikel ini meningkatkan pemahaman akademis tentang pola-pola penyimpangan yang muncul 

dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta memberikan pandangan kritis mengenai faktor-faktor 

struktural yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut. Sumbangan dari artikel ini tidak hanya bersifat 

teoritis, tetapi juga praktis, karena menyampaikan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pembuat 

kebijakan, institusi pengawasan internal aparat penegak hukum, serta akademisi yang berfokus pada 

masalah integritas dan reformasi sistem peradilan pidana. Selain itu, artikel ini dapat berfungsi sebagai 

landasan untuk penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris, serta dapat dijadikan sumber referensi dalam 

diskusi akademik mengenai signifikansi akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia 

dalam penerapan hukum narkotika. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang signifikan dalam mendorong perbaikan sistem peradilan pidana serta menciptakan praktik penegakan 

hukum yang lebih adil dan bermartabat. 
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